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I. UMUM 
  

Dalam pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

melalui Pengadilan Hubungan Industrial yang cepat, tepat, adil, dan 

murah, keberadaan Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial 

dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung sangat strategis. Hakim           

Ad-Hoc yang terdiri dari unsur pekerja/buruh dan unsur pengusaha 

mencerminkan representasi dari serikat pekerja/serikat buruh dan 

organisasi pengusaha dalam lembaga penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial, sehingga dapat memberikan posisi yang seimbang dalam 

melakukan penilaian terhadap gugatan yang diajukan dan sekaligus 

untuk memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang berselisih. 

Pengadaan Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial 

perlu dilaksanakan melalui tahapan seleksi yang efisien dan efektif. 

Berkaitan dengan hal ini maka penyelenggaraan seleksi Hakim Ad-Hoc 

pada Pengadilan Hubungan Industrial disesuaikan dengan tugas dan 

fungsi lembaga negara yang melaksanakannya serta mempertimbangkan 

konsistensi peraturan perundang-undangan serupa yang telah ada. 

Demikian pula halnya dengan pengadaan Hakim Ad-Hoc pada 

Mahkamah Agung, perlu dilakukan harmonisasi terhadap peraturan 

www.peraturan.go.id


